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MenlfTsbang   ;•; a. bahw'a .-'.  dengan  telah •  ditetap'ka'nhya  Peraturan:. d

Pemerlntah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai  pelaksanaan- '.
darl  Undang-undang  Nomor 18 : Tahun  1997  tanta.ng ; :.

..-.-•Pajak  Daerah dan RetrlbusI.'.Daerah, maka

Oaerah Kabupaten Daerah Tlngkat II • Bl.ora
• .  .      Pajak   Oaerah  dan  RetrlbusI  .Oaerah : perlu-

.   •     disesualkan;. .     -   ^    :" '..'••.'-

.b, bahwa  untuk melak.sanakan penyesua-iah .sebagairnana::

dlmaksud . huruf.a diatas, makaperlu menyusun dan
...        menetapkan  Peraturan  Daerah ^ Kabupaten  Oaerah

Tingkat II Blora tentang RetrlbusI Terminal^ .   •

Menglngat   rl Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang' Pemben-.
:  •'•-.' tukan Daerah.-daerah Kabupaten Oa'lam- :Lingkungan

PropinsI  . Jawa. Tengah  (Berita . Negara . Republik,.
Indonesia Tahun 1950);    . ....     ,   . •-

2„ Undang-undang Nornor  5 Tahun .1974  tentang Pokok-'
:     pokok Pemerlntahan Di  Daerah ;(Lembaran  Negara;

7  •    Republik. Indonesia Tahun .1974 Nornor .38,  Tambahan-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037):;

.. .'  3^ Undang-undang Nornor 8 Tahun . 1981 tenta,ng Hukurn
. .   Acara  Pldana • (Lembaran Negara Republik. . Indonesia-;

Tahun  1981 Nornor  76,  Tambahan Lembaran  Negara
. Republik -Indonesia-Nomor 3209);     r  ...     -. •

- 4,, Undang-undang Nornor 14 Tahun .1992 tentang Lalu
Ll.ntas Dan Angkutan." Jalan (Lembaran Negara Republik ,
Indonesia Tahun -1992 Nornor 49,  Tambahan  Lembaran

' • • .    , Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;•     •-..- .;:•-'

5,, Undang-undang Nornor- 18 Tahun 1997, tentang Pajak
Oaerah Dan RetrlbusI  Daerah  ( Lembaran Negara':

:Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 4.1,  Tambahan"
.       .  .   .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

-,;•'••    .6 Per.aturan Pemerlntah Nomor 22 Tahun 1990  tentang;
Penyerahan Sebaglan Urusan Pemerlntah Da.lam BIdang

'••'.. Lalu ;LIntas Dan Angkutan- Jalan Kepada Daerah Tlng

kat I Dan Oaerah Tlngkat II ( Lembaran . Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nornor 26, Tambahan-
Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 3410)r;

PEMERINTAH KABURATEN DAERAH TINGKAT II



?'„ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana Oan Sarana Lalu Llntas Jalan ( Lembaran
Negara Republ.IK Indonesia Tahun 1993 Nomor 63s
Tambahan Lembaran Negara RepublIk Indonesia Nomor

3529);
3.: Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 1997 tentang

Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara. Republ Ik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55^ Tambahan Lembaran
N e g a r a  R e p u b 11 k I n d o n e s I a N o m o r 3 6 9 2 );

9,, Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belano a

Daerah^

10,, Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 2 Tahun 1996
tentang Perubahan Peraturan Menterl Dalam Negerl
Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
P e n d a p a t a n d a n B e 1 a n j a 0 a e r a h;

11,, Keputusan Menterl Dalam Negerl Nornor 32 Tahun 1,990
tentang Retrlbusi Terminal Angkutan Penumpang^

12,, Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan

Daerah Per ubahan;;

13„ Keputusan Menterl Perhubungan Nomor KM 31 Tahun
1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;

14,, Keputusan Menterl Dalam Negerl Nornor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah
tentang Pajak Oan Retrlbusi Daerah;

15,, Keputusan Menterl Dalam Negerl Nornor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retrlbusi Daerah,

16. Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemerlksaan Dl BIdang Retrlbusi

Dae rah:;

17,, Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 43 Tahun 1993
tentang Tata Naskah Dlnas Dl Llngkungan Pemerintah
K a b u p a t e n / K o t a m a d y a D a e r a h T1 n g k a t 11;

13,. Keputusan Menterl Da lam Negerl Nomor 119 Tahun 1993
tentang Ruang Llngkup dan Jenis-jenis Retrlbusi
0 a e r a h TI n g k a t I d a n D a e r a h TI n g k a t 11,

19,, Peraturan Daerah • Kabupaten Daerah TIngkat II Blora
Nomor 6 Tahun 1938 tentang Penyldlk Pegawal Negeri
31p11 01 L1 ngkungan PernerIntah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora Tahun 1938 Nomor 5 Seri D Nomor

4);

Oengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

TI n g k a t 11 B1 o r a

M E M U T U S K A N

Menetapkart  ^ PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN DAERAH TINGKAT  II  BLORA
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG.



•.;>

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da lam Per a turan Daerah inl yang dlmaksud dengan •;
a, Daerah adalah Kabupaten Daerah TIngkat II Blora;
b., Pemerlntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah TIngkat  II

Blora;c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah TIngkat II Blora;
d,, TermI na 1  Penumpang  ada 1 ah prasarana  transportasI  j a 1 an  untuk

keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perplndahan  Intra
dan / atau antar mod a transport as I. serta mengatur ke da tang an dan

p e m b e r a n g k a t a n k e n d a r a a n u m urn;e,Retribusi  Terminal Penumpang yang selanjutnya disebut  retrlbusl
adalah pungutan daerah sebagal pernbayaran  atas  pelayanan dan
pemanfaatan/penggunaan fasllitas yang dlsedlakan oleh Pemerlntah

0 a e r a h d 1 t e r m I n a 1 p e n u m p a n g;
f,Wa^lb Retrlbusl  adalah orang prlbadl atau  badan  yang  menurut.

p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n r e t r 1 b u s i d I w a j 1 b k a n u n t u k m e 1 a k u k a n
0k     pembayaran  retrlbusl, termasuk pemungut atau pemotong  retrlbusl

^*      tertentu;
g,, Surat  Pernber itahuan Retrlbusl Dae rah yang selanjutnya  disingkat

SPTRD  adalah  surat yang digunakan oleh wajib retrlbusl  untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran retrlbusi  yang  terutang

menurut Peraturan 0aerah;
h,, Surat Ketetapan Retribusi Oaerah yang selanjutnya disingkat  SKRD

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jurnlah  retribusi

terutang;1 „ Masa Retrlbusl adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagI wajib  retrlbusl untuk memanfaatkan jasa  darl

P e m e r 1 n t a h Dae r a h;
j. Surat Ketetapan Retrlbusl Oaerah Kurang Bayar  yang selanjutnya

disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya

r e t r I b u s I d a e r a h y a n g t e r u t a n g;
k, Surat Ketetapan Retribusi  Oaerah Kurang Bayar  Tambahan yang

selanjutnya   disingkat  SKRDKBT  adalah  surat  keputusan   yang
menentukan  tambahan  atas  jurnlah retrlbusl  daerah  yang  telah

ditetapkan;
0k   1,, Surat  Tag.I ha n Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
^^     adalah  surat untuk melakukan tagI han retrlbusl dan  atau  sanksl

admlnlstrasl berupa bunga dan atau denda,.

BAB  II

HAM A^, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal   2

Nama Retribusi adalah Retrlbusl Terminal Penumpang,.

Pasal 3

Obyek  Retribusi  adalah  setlap  pelayanan  pemanfaatan/penggunaan

fasllitas terminal penumpang.,

Pasal 4

Subyek Retrlbusl adalah orang prlbadl atau badan yang memanfaatkan/

menggunakan  fasllitas  terminal.  penumpang.,



B A B  III

GOLONGAN RETR.IBUS.I

Pasal 5

RetrIbus! Inl termasuk Go 1 origan RetrlbusI Jasa Usaha,.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  6

Tingkat penggunaan jasa retribusl diukur foerdasarkan jenis
k e n d a r a a n w j u rn .1 a h dan w a k t u p e m a k a I a n.,

B A B  V

PRIN3IP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal  7

Prinsip penetapan tarip retribusl adalah untuk biaya :: adminlstrasis
pembangunan^ perawatan^ penyusutan, keberslhan, pengaturan dan
biaya pembinaan,

Pasal   8

Struktur dan besarnya tarip retribusl sebagaimana tercanturn dalarn
L a m p I r a n P e r a t u r a n D a e r a h 1 n I.,

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAM WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  9

(1)RetribusI  dipungut  dengan menggunakan SKR0 atau  dokumen  lair;
yang dipersamakan-

(2)Pemungutan  retribusi  pada  prinsipnya  tidak  dapat  dialihkan
kepada Pihak Ketiga/dlborongkan.,

(3)RetrlbusI  terutang  dalam  masa retribusi,,  terjadl  pada  saat
mendapatkan pelayanan pemanfaatan/penggunaan fasllltas  terminal

penumpang*

(4)Mas11 p ung utan retrIbus1 sebagaIma na dIma ks ud Pasa1 8  Pe rat ura n
Oaerah ini disetor ke Kas Oaerah secara bruttc

Pasal  10

(1)Setiap Wajib Retribusi wajib mengisl 3PTRD,,

(2)3PTR0  sebagaimana  dimaksud ayat (1) pasal.  Inl,  dllsl  dsngan
jelas,  benar  dan  lengkap  serta  ditandatanganl  oleh  Wajib
Retribusi  atau kuasanya-

(3)Bentuk, Isl dan tata cara penglslan SPTRD dltetapkan oleh Kepala

Oaerah^



Pasal  11

Retribusi dipungut c!i Wilayah Oaerah,,

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  12

(1)Kepala Oaerah menetapkan tanggal gatuh tempo pemfoayaran clan
penyetoran  retribusI terutang paling lama 30 (tlga puluh)  hari

setelah saat terutang.

(2)SKRD,  SKR0K8, SKROKBT, STRO, Surat Keputusan Pembetulan,  Surat
Keputusan Keb en a ran dan Put us an Banding yang menyefoabkan  gumlah
retribusl  yang  barus dlbayar bertambah, harus  dilunasi  dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan segak tanggal  diterb.it-

kannya.

(3)Kepala Oaerah atas permohonan secara  tertulis  dalam  Bahasa
Indonesia dari  Wagib Retribusl, dapat memberikan persetuguan
kepacia Wagib Retribusl. untuk rnengangsur atau menunda pernbayaran
retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setlap

bu1a n.

(4)Tata cara pembayaran^ ternpat pembayaran,  penundaan pernbayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Oaerah.

8 A B   VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  13

(1)Retribusi  terutang  berdasarkan SKRO,  8KR0KB,  SKROKBT,  STRO,
Surat Keputusan Pembetulan, 3 u r a t K e p u t u s a n K e b e ri a r a n dan P u t u -
san Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wagib Retribusl

pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.,

(2)Penagihan retribusl dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B   IX

KAOALUWARSA

Pasal  14

(1)Penagihan retribusl, kadaluwarsa setelah melarnpaui gangka waktu
3  (tlga)  tahun  terhitung segak saat  terutangnya  retribusl,
kecuali  apabila Wagib Retribusl melakukan tlndak  pidana  dl

b 1 d a n g r e t r^1 b u s 1 „
(2)Kadaluwarsa  penagihan retribusl sebagaimana dimaksud ayat  (1)

pasal. ini5 tertangguh apabila 
a.Oiterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;;
b,Ada pengakuan utang retribusl dari Wagib Retribusl baik lang-

sung maupun tidak langsung,.



BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KAOALUWARSA

Pasal  15

(1)Pxutang  retribusI  yang tldak mungkln ditaglh lagi  karena  hak
untuk melakukan penaglhan sudah kadaluwarsa dapat d I hap us,,

(2)Kepala Daerah rnenetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retrlbusl
Oaerah yang sudah kadaluwarsa sebagal dimaksud ayat  (1)  pasal

I n I„

BAB  XI

BANKSI ADMINISTRA3I

Pasal  16

Dal am hal Wajib Retrlbusl tldak rnembayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dlkenakan sanksl adrninistrasl berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) setlap bulan darl besarnya retrlbusl terutang yang
tldak atau kurang bayar dan ditaglh dengan menggunakan STRO,,

B A B   XII

PELAKSANAAN DAN PENGAWA8AN

Pasal  17

(1)Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Oaerah Ini dltetap-

kan o 1 eit Kepala Daerah,,

(2)Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah inl, dllakukan oleh
Inspektorat  Wllayah Kabupaten Blora,  Baglan Ketertlban  dan
Baglan Hukum Sekretariat Wllayah/Daerah^

(3)Kspacia  Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagalmana dimaksud ayat
(.1)  dan ayat (2) pasal Inl9 diberikan blaya operasional  yang
besar dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala
Daerah dan dltuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Oaerah,,

B A B   XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal  18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Oaerah lnl3
dapat dlancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kail jumlah retrlbusl terutang,.

BAB XIV

PENYIOIKAN



Pasal  19

(1)Pe.iabat  Pegawai Negerl Sipil tertentu di llngkungan  Pemerlntah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyldlkan tincfak pldana di bidang retribusl daerah  sebagalmana
dlrnaksud dalam Undang •- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukurn

Acara Pldana.

(2)Wewenang Penyldlk  sebagalmana  dimaksud ayat  (1)  pasal  ini,,

adalan z
a.Menerima, mencari, mengurnpulkan, dan menellti keterangan atau

1 a p o r a n b e r k e n a a n d e n g a n 11 n d a k p I d a n a d I  b i d a n g  r e t r I b u s i
daerah  agar keterangan atau laporan tersebut  men^adl  leblh

lengkap dan jelas;
b.Menellti,,  mencari,  dan rnengumpulkan  keterangan mengenai

orang pribadi atau badan  tentang kebenaran  perbuatan  yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pldana  retrlbusi  daerah

tersebut;
c.Meminta  keterangan dan barang bukti dari orang pribadi  atau

badan  sehubungan  dengan tindak pidana di  bidang  retribusl

daerah ;
d„ Memeriksa buku-buku, catatan~catatan dan dokumen--dokumen 1 ain

b e r k e n a a n d e n g a n t i n d a k p i d a n a d I b 1 d a n g r e t r i b u s i d a e r a h;
e,, M e 1 a k u k a n p e n g g e 1 e d a h a n u n t u k m e n d a p a t k a n b a r a n g b u k t i

p e m b u k u a n, p e n c a t a t a n 9 d a n d o k u m e n •••• d o k u m e n 1 a i n, s e r t a

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut^
f„ Meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah^
g, Me nyu r u h ber he nti, me1arang seseorang men i ngga1ka n rua ngan

a t a u t e m p a t p a d a s a a t p e rn e r i k s a a n s e d a n g b e r 1 a n g s u n g d a n
merneriksa ident.it as orang dan atau do k umen yang dibawa
s e b a g a i m a n a d i rn a k s u d p a d a h u r u f e;

h. Me mo tret seseo rang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
r e t r i b u s i d a e r a h;

1. Mernanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j ,. Mi e n g h e n t i k a n p e n y 1 d i k a n:;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidi

kan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukurn.

(3)Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inis memberitahukan
d i m u 1 a 1 n y a p e n y i d i k a n  d a n m e n y a m p a i k a n  h a s i 1   p e n y i d i k a n n y a
kepada Penuntut Umum9 sesuai dengan ketentuan yang diatur  Dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB  XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  20

(1)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini5  separgang
mengenai  pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut  oleh  Kepala
Daerah.

(2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka   Peraturan Daerah
Kabupaten  Daerah Tingkat II Blora Nomor 12 Tahun  1991  tentang
R e t r i b u s I  A n g k u t a n T e r m I n a 1 (L e m b a r a n D a e r a h K a b u p a t e n  0 a e r a h
Tingkat  II Blora Nomor 7 Tahun 199:2 Seri B Nomor 4),  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Daerah Tingkat II Blora Nomor  4  Tahun  1993
tentang  Retribusl  Jasa Penggunaan Terminal (  Lembaran  Daerah
Kabupaten  Daerah  Tingkat II Blora Tahun 1993 Nomor 16  Seri  B
Nomor 4 ) baserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagI.



8

PRAWIRO, NBA

/.? ^^, • v

ALA OAERAH TINGKAT II
*\ BLORA

Dltetapkan dl Blora
pacia tanggal 29 Oktober 1998

T DAERAH
11 BLORA

(3) Pe r • a t u r a n 0ae r a h InI m u1a i be r1a ku pada tanggal d1u nda ng kan.

Agar supaya se11ap orang dapat mengeta h uInya, meme r1nt ah ka n
pengundangan Peraturan Daerah Inl dengan penempatannya dalam
L e rn b a r a n D a e r a h,.



m

9

Cukup jelasPasal 2

Pasal 1 huruf j s/d : Cukup jelas,,
huruf 1

-Retribusi   yang  pembayarannya   dengan
menggunakan  3KR0 rnasa  retribusi nya 1
(satu) bulan,.

-Retribusi   yang pembayarannya  dengan
menggunakan dokumen lain yang dlpersarna-
kan   dengan  SKRD   masa   retribusinya
harian,

Pasal 1 huruf 1

Sesual dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok PernerIntahan 01 Oaerah, Pajak Daerah dan Retribusi
Oaerah rnerupakan sumber pendapatan daerah,, agar daerah dapat
m e 1 a k s a n a k a n o t o n o m I n y a, y a 11 u m a rn p u m e n g u r u s d a n rn e n g a t u r r u m a h

t a n g g a n y a s e n d I r I
Sumber pendapatan daerah tersebut dlharapkan rnampu rnenjadi
sumber pernblayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah serta dapat rnenlngkatkan kesejahteraan ma-
s y a r a k a t„ 01 e h k a r e n a i t u , d I p e r I u k a n k e t e n t u a n /1 a n d a s a n h u k u m
yang dapat member!kari pedoman dan arahan bagi Oaerah Tingkat II
khususnya Pemerintah Kabupaten Oaerah Tingkat: II Biora da.I am hal
P e m u n g u t a n r e t r i b u s I.,

Sehubungan dengan telah dltetapkannya Undang-undang
Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah Dan Ret r I bus I Oaerah,
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi
d i 0 a e r a h TI n g k a t 11 p e r 1 u d I s e s u a I k a n d e n g a n U n d a n g - u n d a n g
dlmaksud,,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Oaerah yang merupakan peraturan pelaksanaan
darl Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Terminal
Penumpang dltetapkan menjadi salah satu jenls retribusi daerah,.
Oalam rangka menjamln ketertlban dan pelayanan kepada masyarakat
yang memanfaatkan/menggunakan fasllltas terminal penumpang,
dlperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan dalam Peratu
ran Oaerah^

II. PENJELASAN PASAL OEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d ^• Cukup jelas,.
huruf h

PENJELASAN

PERATURAN OAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

PENJELASAN UMUM.,

m



.1.0.

- Kewajlban untuk menglsl SPTRO berlaku
bagI wajib retrlbusl yang menggunakan
jasa pelayanan pemerlntah Oaerah secara
ter us menerus, perIod1k dan ber1angga-
nan^ ml sal ;:: bulanan, tahunan,

Kegiatan pemungutan retrlbusl yang tldak
d a p a t d I k e r j a. s a m a k a n d e n g a n p I h a k k e 11 g a
a d a 1 a h k e g 1 a t a n p e r h 11 u n g a n b e s a r n y a
r • e t r • I b u s I t e r u t a n g, p e n g a w a s a, n p e n y e t o r a n

ret rIbus1 dan pe nagIhan ret rIbus!,

Cukup jelas.,

PemerIntah  Oae rah
d e n g a n b a d a n - b a d a n
p r o f e s I o n a 11 s rn e n y a
1 k u t m e 1 a k s a n a k a n s e b a g I a n t u g a s
tan jenis retrlbusl secara lebih

Yang dlmaksud dengan dokumen lain yang
d I p e r s a m a k a n a n t a r a 1 a 1 n b e r u p a k a r c 1 s
masuk^ kupona kartu langganan,,

Yang dimaksud dengan tldak dapat dlborong•-
kan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
p e m u n g u t a n r e t r I b u s i 11 d a k d a p a t d I s e r a. h -
k a n k e p a d a p I h a k k e 11 g a ,.. N a m u n d a 1 a rn
p e n g e r 11 a n I n I fo u k a n b e r a r 11 b a h w a
Pemerlntah Daerah tldak dapat bekerja sama
dengan plhak ketlga., Oengan sangat selek-
tlf  dalam proses  pemungutan  ret rl bus I,,

dapat  bekerja  sama
tertentu  yang  karena

.1 a y a k d 1 p e r c a y a  u n t u k
pern ung ir-
ef I si ere

Pasal 6 s/d Pasal 8 .- Cukup jela^

Obyek Retrlbusl Terminal mellputl :
1, P e n g g u n a a n t e r m 1 n a 1;
2,, Penggunaan warung/klos^
.3. P e n g g u n a a n  t e m p a t p e n g I n a p a n;;

4,, Penggunaan ternpat Mandi, Cue I dan Kakus
(MCK);

5, Pel. ay a nan cue I mobll/bus,,

Y a n g d I rn a k s u d d e n g a n B a d a n a d a 1 a h s u a t u
bentuk badan usaha yang mellputl Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan

lainnya, Badan Usaha Mi Ilk Negara atau
Oaerah dengan narna dan dalam bentuk apa-
pun, persekutuan, per kurnpul an, firma,

kongsl, koperasl, yayasan atau organises!
yang sejenis, lembaga, dana penslun,
bentuk usaha tetap serf: a bentuk badan
usaha lainnya,

yang dlmaksud dengan jasa usaha adalah
kegiatan Pemerlntah Oaerah berupa usaha
dan pelayanari yang menyebabkan barang,
fasIIItas, ata u kemanf aa ta n 1aIn nya ya ng
dapat dlnlkmatl orang prlbadi atau badan
dengan menganut prlnslp komersial karena
pada dasarnya dapat dlsediakan oleh sektor
swasta^

Pasal 9 ayat (3)
s/d ayat (4)

Pasal 10 ayat (1)

Pasal 9 ayat (2)

Pasal 9 ayat (1)

Pasal 4

Pasal
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-Ba^:! wajlb retrlbusi yang menerima  jasa
pelayanan  secara  langsung dan  tldak
periodik9 tldak diwajibkan untuk mengisl
SPTRD dan pembayaran  retrlbusi  dapat
rn e n g g u n a k a n k a r c I s d a n d o k u rn e n 1 a I n ,.

Pasal 10 ayat (2)   : Cukup jelas.
s/d ayat (3)

Pasal 11  s/d      : Cukup jelas,,
Pasal 15 ayat (1)

Pasal 15 ayat (2)   : Oalam hal diterbltkan Surat Teguran,
huruf akadaluwarsa   penaglhan  dihitung   sejak

tanggal  penyampalan Surat Teguran  terse-
but,,

huruf b: - Yang dimaksud dengan pengakuan  utang
retrlbusi secara langsung adalah wajlb
retrlbusi dengan kesadarannya menyatakan
maslh mempunyal utang retrlbusi dan
b e 1 u m rn e 1 u n a s 1 n y a k e p a d a P e m e r I n t a h
Dae rah,,

-Yang dimaksud dengan pengakuan  utang
secara   tldak  langsung adalah  wajlb
retrlbusi   tldak  secara   nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa  la mengakui
mempunyal    utang  retrlbusi    kepada
Pemerlntah Oaerah,

Pasal 16  s/d Pasal 19: Cukup jelas.,
ayat (2)

Pasal 19 ayat (3)    ;; Yang dimaksud dengan menyampaikan adalah
menyerahkan hasil penyldlkan kepada
Penuntut Umum melalui Penyldlk Polri^

Pasal 20: Cukup jelas.



NO

IAH
ORA

sekali,.       |
i
i

bulan/abunemen  !

cuci,         !

pakai         j
pakai         J
pakai         |

2 tahun

Setiap

Sekali

Sekali
Sekali
Sekali

Satu malam.          !
Satu malam,          !

i
masuk terminal,  |
masuk terminal. !
masuk terminal.  j

E R A N G A N  |
i

Setlap
Setiap
Setiap

K E T

15000,-

1000,-

4500,-

300,-
200,-
500,-

4500,-
9000,-

600,-
300,-
200,-

t
i
i

i
i
i
!
1

!Rp.
t
1

!Rp.
i

!Rp.

!Rp.
!RP-
|Rp.
1

i

!Rp.
!Rp.
i

p

!Rp.
!Rp.
!Rp.

! BESARNYA
I RETRIBUSI

Pendaftaran ulang / herregistrasi
terhadap jasa kontrak toko  /
kios / warung di terminal yang di
selenggarakan oleh Pemerintah -
Oaerah ( sudah tertnasuk biaya -
materai ) :
- Toko/kios/warung.

Warung/kios per m2.

Cuci Mobil / Bus

Mandi, cuci, kakus ( MCK )
- Buang air besar

- Buang air kecil
- Mandi

Penginapan
- Satu tempat tidur
- Oobel tempat tidur

Tanda Pembayaran Retribusi (TPR)
- Bus cepat

- Bus lambat
- Angkutan penumpang pedesaan

JENIS FASILITAS

6.

5.

4.

3.

2,

1,

NO,

TARIP RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

Lampiran : Peraturan Oaerah Kabupaten
Oaerah Tingkat II Blora
Nomor 11 Tahun 1998 tentang
Retribusi Terminal Penumpang,


